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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idPutusan Pengadilan Pajak Nomor :  PUT.49338/PP/M.XII/99/2013

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap  
Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-15.NK/WPJ.14/2013 tanggal 8 
Februari 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 
00047/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa Pajak Agustus 2010;

Menurut Tergugat : bahwa dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, maka 
Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus 
persen), atas ketetapan yang diterbitkan sudah menunjukkan ketetapan 
diterbitkan untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai sehingga sanksi 
administrasi yang dikenakanpun terkait Pajak Pertambahan Nilai (huruf c);

Menurut Pengugat : bahwa contoh pengenaan denda terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang nihil 
(pajak keluarannya) dan telah dilunasi tidak terdapat pada peraturan atau 
undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga menurut Penggugat tidak 
tepat memberikan sebuah denda yang tidak terdapat dalam peraturan pajak;

Pendapat Majelis : bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: 
KEP-15.NK/WPJ.14/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Penghapusan 
Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00047/207/10/725/12 tanggal 16 
Maret 2012 Masa Pajak Agustus 2010;

bahwa kronologis penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-15.NK/
WPJ.14/2013 tanggal 8 Februari 2013 adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-45/WPJ.14/
KP.0505/2012 tanggal 15 Maret 2012 Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2010;

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa 
Pajak Agustus 2010 Penggugat mencantumkan Pajak Pertambahan Nilai yang 
disetor sendiri sebagai Pajak Pertambahan Nilai disetor dimuka dalam masa 
pajak yang sama;

bahwa Tergugat menerbitkan ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 
00047/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa Pajak Agustus 2010 
dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Yang Masih Harus Dibayar 
Rp84.886.000,00;

bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 
00047/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa Pajak Agustus 2010;

bahwa Penggugat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi 
dan ditolak Tergugat dengan Keputusan Nomor: KEP-15.NK/WPJ.14/2013 
tanggal 8 Februari 2013 sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas Surat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idKeputusan tersebut melalui Surat Nomor: 144/DIRPJ-SMD/III/2013 tanggal 4 

Maret 2013;
bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa: “Direktur 
Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan 
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam 
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 yang tidak benar;atau
d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan 

yang dilaksanakan tanpa :
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak”

bahwa Penjelasan Pasal 36 ayat (1): “Dalam praktik dapat ditemukan sanksi 
administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena 
ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak 
bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, 
sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan 
dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak; Selain itu, 
Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib 
Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau 
membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak 
yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan 
formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun 
persyaratan material terpenuhi; Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh 
Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib 
Pajak; Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, 
Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib 
Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa 
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal 
Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai 
dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat 
dipertimbangkan.”

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/
PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi 
Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau 
Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan, 
mengatur bahwa:

bahwa Pasal 1: “Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas 
permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi,
b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang 

tidak benar, dan/atau
c. membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang 

penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa 
dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.”

bahwa Pasal 4 ayat (1): “Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan 
hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idJenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib 

Pajak meliputi :

a. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
b. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau
c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan;”

bahwa Pasal 6:
“(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan oleh Wajib 
Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur 
Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.

3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c hanya 
dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.”

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
16 Tahun 2009 diketahui bahwa wewenang untuk memberikan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administrasi adalah kewenangan Direktur Jenderal 
Pajak;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, diketahui 
bahwa Pasal 36 ini merupakan ranah kebaikan hati (azas clemency) dari 
Direktur Jenderal Pajak yang harus dilaksanakan dengan berlandaskan unsur 
keadilan.;

bahwa Penggugat telah menggunakan hak perpajakannya untuk mengajukan 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan atas 
permohonan tersebut Tergugat telah memproses sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku baik secara formal maupun material;

bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses 
penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 sepenuhnya 
merupakan wewenang Tergugat sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak 
lain;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa 
wewenang untuk mengurangkan sanksi administrasi merupakan wewenang 
Tergugat sehingga pemeriksaan gugatan yang disampaikan Penggugat hanya 
sebatas pemenuhan ketentuan formal;

bahwa Majelis berpendapat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi (Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009) yang 
diterbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan formal.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idbahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana 

tersebut di atas Majelis berketetapan menolak gugatan Penggugat atas 
penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-15.NK/
WPJ.14/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Penghapusan Sanksi 
Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00047/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 
Masa Pajak Agustus 2010;

Memperhatikan : Surat Gugatan, Surat Tanggapan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam 
persidangan serta kesimpulan Majelis a quo.

Mengingat          : 1.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2009.

Memutuskan : Menyatakan Menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat 
Nomor: KEP-15.NK/WPJ.14/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang 
Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00047/207/10/725/12 
tanggal 16 Maret 2012 Masa Pajak Agustus 2010.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 
berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan 
Surat Penetapan Nomor: Pen.00209/PP/PM/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 
dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

.....

.
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